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A, Latar belakang masalah

Negara Indonesia menganut asas atau sistem keda-
ulatan rakyat.'Hal ini tersurat dengan jelas pada pasal
1 ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa: “Kedaulatan adalah
di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Fermusyawaratan Rakyat" (Thaib, 1994:14-15). Dimana da-
lam Penjelasaan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan
Negara disebutkan bahwa "Kekuasaan negara yang terting-
gi berada di tangan Majéiis Permusyawaratan Rakyatw,
Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu lembaga yaﬁg
bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjel-
maan rakyat Indonesia., Artinya, Majelis Permusyawaratan
Rakyat merupakan Lembaga Tertinggi Negara, penjelmaan
dari seluruh rakya%, sebagai pemegang dan pelaksana
sepenuhnya dari kedaulatan rakyat sebagaimana yang di-

amanatkan oleh UUD 1945.

Kedudukah.Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam
Negara Indonesia sangatlah sentral. Dimana dalam  UUD
1945 beserta Fenjelasan umumnya sangat jelas dipaparkah
Menurut teori Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Majelis

Fermusyawaratan Rakyat merupakan satu-satunya Lembaga



yang mempunyai supremasi, yang mengandung dua prinsip:

1. sebagai badan berdaulat yang menegang kekuasaan ber-
dasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang
telah ditegaskan oleh UYUD 1945, disebut Legal power.

2. No rival authority, artinya tidak ada suatu otorita
tandingan basik perseorangan maupun badan yang mempu-
nyai kekuasaan untuk melanggar atau menyampingka se-
suatu yang telah uiputuskan olen Majelis Permusyawa-
ratan Rakyat,.

Berdasarkan pasal 1 ayat (Z) UUD 1945, maka [PR
odalah J.embaga Megara yang mempunyai Kedudukan dan
Kekuasaan yang tertinggi. Kexuasasannya tidak terbatas
dan tidak ditetapkan secara limnitatif melainkan enunsi-
atif yang bersumber pada pasal 1 ayat (2) itu sendiri.
Dengan demikian Majelis mempunyai kedudukan yang = Ter-
tinggi diantara Lembaga-lembaga negars lainnya.Lembaga-
lembaga Negera lainnya tidak sama keaudukannya dengan
Majelis malainkan dibawah Majelis. Oleh karena itulah
sehingga iajelis Permusyawaratan Rakyat dapat membagi-
bagikan sebagian kekuasaannya kepada Lembaga - lembaga
Negara lainnya, bukan berarti iMajelis tidak mempunyai
kekuasaan lain. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rake-
vat sebagai Lembaga Negara yang tertinggi itu terutama
bertuzas untuk menetapkan masalah-masalah pokok, saat-
saat terpenting kenegarzan, dalam rangka mencapai tuju-

an amanat rakyat mewujudkan masyarakat adil dan makmur,



sejahtera berbahagia lahir dan batin (Sagala, 1982:80).
Sementara itu membicarakan masalah pembentukan
Majelis Fermusyawaratan Rakyat disini adalah wwembahas
bagaimena idealnya pengisian keanggotlean mNajelis, jika
Majelis Permusyawaratan xakyat dipandang sebagai satu~
satunya Lembaga negara yang lertinggi, yang menegang
sepenulnya kedaulatan rakyat (Sugala, 1982:81). Dimana
dalam penjelasan yuD 1945 tentang sisten remerintah
Nnegara disebuikan bahwa “Kekuaszan pegara yang terting-
2i berads ditangan Najelis permusyawaratan Rakyatn
Kedaulatan rakyat dipegang oleh sustu lcmbaga yang ber-
nama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagail penjelmaan
rakyat Indonesia. srtinya, Majelis Permusyawaratan Rak-
yat merupakan Lembaga Tertinggl nNegara sebagal “penjel-
maan dari seluruh rakyat, sebagai pemegang dan pelaksa-
na sepenuhnya dari kedaulatan rakyat sebagaimana yang

diamanatkan oleh Undang=-undang.

Secangkan pasal ¢ ayat (1) UUL 1945 wenyebutkan

bahwa anggota Lajelis Permusyawcratan nakyat terdiri
dari angzgota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan
Utusan-utusan dari Daerah-daerah dan Utusan golongan,
Dari ketentuzn diatas muka dalam penyusunan lajelis

Permusyawaratan Hakyat harus memenuhi tiga unsur yaitu:
Dewan perwakilan Rakyat, Utusan dari daerah dan Utusan
dari golongan-golongannya. Yang semuannya akan ditentu-

kan menurut aturan Undang-undang yang dibuat oleh



Presiden bersama [ wan Perwakilan Rakyail (Sagala, 1982;

49).

Sementara itu dalam prinsip-prinsip perundang -
undangan Islam, musyawarah dinilal sebagai lembaga yang
sangat penting artinya. Penentuan kepi jaksanaan . .Peme-
rintahan Islam heruslah didasarkan atas kesepakatan
musyawarah (&l-va, 1983:115). artinya, musyawarah meru-
palkan suatu prinsip konstitusional delam  Pemerintahan
Islam,karena mﬁsyawarah merupakan suatu prinsip, maka
bagaimana aplikasinya atau penerapannya pade tataran
rezlitas, al-yuran dan Sunnah Rasul tidak mengatur dan

menentukannya (Azhari, 1992:84).

lada masa Rasulullah, beliau selalu mengumpulkan

para Sahabat di lasjid Madinah untuk bermusyawzrah se-

tiap kali beliau menghadapi masalah Kemasyarakatan,
Nabi tidak pernah memecahkan masalah yang menyangkut

Kepentingan umum seorang diri. Beliau adalah orang yang
paling banyak melakukan musyawarah apabila menghadapi
Suatu masalah umat Islam ketika itu (Matarif, 1985:40).
Pada wsktu itu, musyawarah cukup dilakukan di masjid,
karena masjid pada hakekatnya merupakan pusat dari se-
luruh kegiatan umat Islam dalam kehidupannya, baik itu
ibadeh meaupun mu'smalah, dalam makna hal-hal yang ber-
kaitan den_:an kemasyarakatan.

Tradisi itu dilanjutkan oleh keempat kholifah

yang mengantikan Rasulullah, Misalnya masalah suksesi



jabaten kholifeh dipecahkan melolui musycwarain diantara
mereka. Len pada zaman rFemerintahan ibbasiah ada suatu
lembaga rermusyawsratan yang disebut Dewan syura. Ang-
gota-anggota Lembaga iermusyswecratan ini adalah pilihan
rakyat (azhari, 1992:85). Kemudian mengingst Institusi-
institusi Folitik dan negara dalam sejareh 4kehidupan
manusia selalu mengalami perkembangsn dan perubahan,
maka aplikasi musyawarah dalam Femerintahan Islam boleh
mengikuti bentuk dan cara Lembaga-lembaga politik dan
negara yang celalu berubah dan berkemban; itu sejauh ti-
dak bertentangan atsu menyimpang dari jiwa al -ur'an
den tradisi rasul,

sehingsa tenteng iembentukan Lembaga fermusyawa-
ratan, yang dalam terminologi Figh disebut dengan ;hlul
ffalli wal ‘sqdi, Islam hanya memberikan Ketentuan beru-
pa prinsip-prinsip dasar yang penting dan bersifat umum.
Dimana tentang rincian lengkap dan aplikasi tentang
pembentukan Lembaga fermusyaweretan diserzhkan kepada
kewenangan manusia untuk memikirkennyes melalui 1ijtihad
dengan menggunakan akal pikirannya. pal ini merupakan
suatu hikmezh yang besar bagi umat menusia, kerena logi-
ka al-gur'an cidasarkan pade . antisipasi bahwa umat
manusia selalu mengslami perubahan, perkembangan dan ke-
majusn dalam kehidupannya. Dengan alasan itu, segi-segi
yang bersitfat teknis dan aplikasi sengaja di biarkan

terbuka dan ticak perlu diatur dalam al=ur'an, . mengi-



ngat sifat kitab suci yang lestarl (eternal)

Demikian pula halnya dengan masalah susunan ke=
anggotaan Lembaga Permusyawaraten, Islam tidak menentu=-
kan peraturan yang baku. Islam hanya sebatas meletakkan
prinsip-prinsip dasarnya ‘untuk selanjutnya memberi
kebebasan bagi penemuan metode dan cara yang tepat dan
terbaik, sesuai dengan tingkat intelektual masyarakat
Islam hanya menghendaki tegaknya hakikat musyawarah di
dalam masyarakat tanpa membatasi sarananya. Karenanya,
Islam memberlakukan penggunaan berbagali cara dan metoda
modern dalam menetapkan dan menentukan jumlah dan susu-
nan anggota Lembaga Iermusyawaratan (Abu Faris, 1987;
135), sejguhAtidak bertentangan dengan jiwa  al-Qur'an

dan Tradisi Rasul,

Dari uraian di atas terlihat bahwa masalah pem-
bentukan dan susunan keanggotaan Lembaga Fermusyawarate
an merupakan masalah yang sangat penting, karena pada
giliran selanjutnya Jjalannya negara sangat tergantung
pada hasil keputusan dan ketetapan yang dihasilkan oleh
Lembaga Permusyawaratan tersebut. Disamping itu, masa-
lah tersebut juga dapat dipakai sebégai parameter untuk
menilai apskah lembaga tersebut benar-benar merupakan

penjelmaan dari seluruh rakyat.

Mengingat demikian sentral den pentingnya Majelis

Fermusyawaratan Rakyat dalam Negara Indonesia, maka



proses pembentukan dan susunzn keanggotaannya perlu di
cermati lebih jauh, yakni guna mengetahui sampei sejauh
mana Najelis Permusyawaratan Rakyat dapat dikatakan se-
bagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Apakah susu-
nan keanggotaannya mencerminkan ‘seluruh kelompok atau
golongan dan lapisan masyarakat yang ada. artinya, apa-
kah setiap kelompok/golongan dan lapisan masyarakat su-
dah terwakili delam Kajelis permusyawaratan rakyat.
Kemudian apakah pembentukan dan sSusunan keanggotaan pMa=-
jelis Permusyawaratan Rakyat tersebut sesuai dengan a-
jaran Islam. 3ehing:a diperlukan adanya penelitian le=-

bih lanjut dan mendslam terhadap masalah tersebut.

Urgensi penelitian tentang masalah di atas kian
terasa setelah dalam kepustakaan, sepanjang pengetahuan
penulis, belum ditemui kajian khusus dan komprehensif,
tentang masalah tersebut. pisamping itu penelitian ini
diharapkan akan sangat bermanfaat bagi proses pendewa-
saan rakyat tentangpolitik dan agama yang pada giliran-

nya akan terbentuk sumber daya manusia yang tangguh.

Tdentifikasi masalah

Masalah pokok yang merupakan landasan pemikiran
dalam kajian ini adalah; Apakah proses pembentukan dan
susunan keanggotaan Majelis rermusyawaratan Rakyat su-

dah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 19457 Ke-

mudian, bagaimana sesungguhnya proses pembentukan dan



susunan keanggotaan Majelis permusyawaratan Rakyat yang
diamaenatkan oleh yUD 1945, sehingga lembaga Fermusyawa-
ratan tersebut dapat benar-benar dikatakan sebagai sua=
tu pranata penjelmaan seluruh rakyat, pemegang dan pe-
laksana sepenuhnya dari kedaulatan rakyat ? Selanjutnya
masalah tersebut skan ditinjau dengan Hukum Islam untuk
mengetahui apakah sesuai atau tidak dehgan Hukum Islam.
gal ini sangat urgen, mengingat mayoritas rakyat Indo=-

nesia adalah umat Islam.

pembatasan masalah

Tinjeuan Hukum Islam terhadap pembentukan dan
susunan keanggotaan Lembaga permusyawaratan di JIndone-
sia, masih bersegi bényak dan bersifat umum sehingga
perlu adanya pembatasan. Studi ini akan dibatasi pada
segi yuridis normatifnya saja, yakni tentang pembentuk-
an dan susunan keanggotaan Lembaga rermusyawaratan di
Indonesia menurut yUD 1945 dan undeng-yndang terkait .
Yang dimaksud dengan Lembaga permusyawaraten dalam tu-
lisan ini adalah Majelis permusyawaratan Rakyat, yaitu
Majelis Permusyawarafén Rakyat hasil Femilihan Umum se=-
lah Orde Baru. Dengan pembatasan tersebut, maka rumusan
masalahnya adalah "Tinjauan Hukum Islam terhadap pem~
bentukan dan susunan keanggotaan Méjelis Permusyawarat-

an Rakyat hasil Pemilihan ymum pasca orde Baru menurut

UUD 1945n.



“

D, Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah
di bawah ini akan menjadi obyek kajian dalam penelitian
ini yaitu:
1. Bagaimana pembentukan dan susunan keanggotaan Lemba-
ga Permusyawaratan di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan Hukum [slam ferhadap pembentukan
dan susunan keanggotaan j,embaga pPermusyawaratan di

Indonesia ¢

E., Tujuan studi

sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas ma-

ka tujuan studi ini adalah:
1, yntuk mengetatiui norme-norma tentang pembentukan dan
susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan di Indo=

nesia.

2. Mencari tahu apakah norma-norma tentang pembentukan
dan susunan keanggotaan Lembaga pPermusyawaratan di
Indonesia sesuai atau tidak dengan norma-norma yang

ditentukan dalam Hukum ISlam.

F. Kegunaan studi

gasil studi ini diharapkan bermanfaat minimal un-
tuk dua hal, yaitu ;
1. Dari segi teoritis dapat dijadikan tambahan perben-

daharaan ilmu pengetahuan, diantaranya sebagai lan-



desan teori bagi penelitian selanjutnya yang berke-
naan dengan masalah-masalah pembentukan dan susunan
keanggotaan lL.embaga Permusyawaratan pada khususnya,
baik sebagai bahan perbandingan umum maupun kerang-
ka dasar delam menganalisa pelaksanaan norma-norma
tentang pembentukan dan susunan keanggotaan Lemba-
ga Permusyawaratan dalam praktek ketatanegaraan di
Indonesia,

2., Dari segi terapén dapat dijaedikan pedoman untuk me-
rumuskan program pembinaan kehidupan beragama dan
pembinaan hukum, serta untuk bahan dalam menyeleng-
garakan pendidikan politik yang sedang digalakkan

oleh pemerintah.

G, Data yeng dihimpun

Data yang diperlukan dalam penelitian ini seca-
ra global terdiri dari :
1. Norma-norma sistem lemerintahan Negara Indonesia
2. Norma-norma tentan; pembentukan dan susunan keang-
gotean Lembaga Fermusyawaratan dalam sistem Ppeme=
rintahan Negara Indonesia

3. konsepsi Lembaga rermusyawaratan dalam Islam £

H. Sumber data dan teknik penggaliannya

sumber data pokok yang akan dijadikan landasan

teori dan bahan acuan antara lain adalah ;

Jo



1. Buku-buku yang berkaitan dengan Sistem Pemerintah-

an Negara Indonesia, yaitu :

a. Budiman B, Segala, S5H., Tugas dan yewenang MPR

di Indonesia, Jakarta, Ghali Indonesia, 1982,

b. ¢.S.T. Kansil, prs., SH., Memilih dan Dipilih,

pradnya feramita, jakarta, 1986.

c. Bintan R, Saragih, ILembaga Perwakilan dan Pemi-

lihan ymum di Indonesia, Jakarta, Gaya Media Fra=

tama, 1987.
Buku~buku yang berkaitan dengan Islamologi ;

a. Ahmad syafit'i Matarif, Islam dan Masalah Kenega«-

raan, Jakarta, LP3ES, 1985,
b. M, Tahir pAzhari, Negara Hukum, Jakarta, Bulan Bine=
tang, 1992,

C. J, Suyuti pulungan, Figh siyasah; jjaran, sejarah

dag:gemikiran, Jakarﬁa, Raja grafindo rersada,

1994.

Dengan mengacu pada sumber data yang akan di-

jadikan landasan teori di atas, maka teknik penggalian

deta yang akan digunakan dalam studi ini adalah  studi

kepustakaan.

Metode analisa data

pata yang diperoleh dari buku-buku literatur di-

rencanakan akan dianalisis secara diskriptif kualitatif

dengan tahap-tahap sebagai berikut ;



1.

S

Pengolahan data dengan cara editing, yaitu pemerik-
Saan kembali semua data yang diperoleh, kejelasan
makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan
lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau ke-
lompok data.

Fengorganisasian data, yaitu menyusun dan menyistima-
tisasi data~-data yang diperoleh, dalam kerzngka papa-
ran yang sudah direncanakan sebelumnya guna menghasil
kan bahan-bahan untuk merumuskan diskripsi pembentuk=-
an dan susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan di
indonesia dan konsepsi Lembaga }ermusyawaratan menu-
rut Islam.

penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan ter
hadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan
dalil, kaidah, teori dan sebagainya, sehingga dipero-
leh kesimpulan-kesimpulan tertentu dengan menggzunakan
diskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan yang ada,
baik norme-norma pembentukan dan susunan keanggotaan
Lembaga permusyawaratan di Indonesia maupun konsepsi

Lembaga permusyawaratan menurut Islam.



